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Consumer not tlet nlL)are of all rights had, so that it is ensy to trappcd in
prontotion kit, toity of sale, and also agreernent of standnrd zohich hnrming and runde by
nll perpetrator of it is effort. Relating to things nbooe hence consLLmer reqtLire to protect
judicially from possibility of natural loss of it because in sincere business prLtctices.
From resr.Llt of this research, it is knotun that role of lnstitution Institute Unlrrcky
Consunter (YLKM) ns one of the Self-Supporting Consumerism Institute of Society (
LP KS M) exist in utorse luck in conducting protection of lau to dupe hnue prize is cne of
thelorn role of ciail institute in handling problerns of consumer inside soci.ety let-,e\. As
for role, any kind of YLKM implementation zuhich has been conducted bt1 YLKM it is to
coaer: first, giaing counseling to society about the importance of understanding
especinlly about consumerism law. Second, is gioing some support to constLmer rohich
hnt,e conducted denunciating by giuing adaocation as t'orm striae defence to consurner.
Third, to braid cooperation utith uarious instittLtions related t'or consumer as effort
strengthcns instittrtion in consumerism is.
Keyuord: Consttmer, Deception, Lazu, and N on Couernment Organization
PENDAHULUAN
Perkembangan pesat dunia global sangat mempengaruhi
perkembangan dunia konsumen sebagai salah satu faktor utama penggerak
roda perekonomian suatu bangsa. Globalisasi dan perdagangan bebas yang
didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang
gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut, di sahr sisi
mempunyai manfaat bagi konsumen karena segala kebutuhan konsumen
dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan r-rntuk memilih aneka
jenis kualitas barang dan jasa sesuai keirrginarr dan kemampuan konsumen.
Namun disisi lain, kondisi dan fenomena demikian juga dapat mengakibatkan
kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah.
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..,rrsllnten beh-rm sadar akan segala hak yarrg dinriliki,
:erjebak dalanr kiat prornosi, cara peniLlalan maupun
: r:erllgikan vang dibLlat oleh para pelaku Llsaha. Selain itr_r,
:' .:k dialami oleh konsumen adalah selalLr rnemperccry"ti
' ir.r d ia h dari pcla ku Lrsaha agar produ k terjua l.
,: , rrg pernah terjadi pada penjualan prodtrk sabr-rn cuci Rinso
:::-rsan terdapat kr_rpon berhadiah sejr_rrnlah uang Rp.
" ., ' 
-lrtelusLrri temyata pelakr-r Lrsaha yang bersangkr_rtan tidak
. 
:,-::.rir kupon berhadiah tersebut. Bahkan di sinyalir sr-rdah
- :.. t-rlir vang menflirimkan sejr-rmlah uang yarlg diminta tetapi
, :-.,:':ia
: {--., .r penipuan terhadap konsumen untuk mendapatkan
, : .- :.r:rs teriadi karena disebabkan beberapa hal, diantaranya
, -ilj::. rnasyarakat akan haknya sebagai konsumen, sehingga
,-:-.rr naupun kemauan untuk melapor ke pihak berwajib,
., :::iairan konsumen terhadap pemberian hadiah suatu
. , i..i :., i-,encoba untuk aktif mencari informasi, sehingga ticlak
,.-riangrva SDM masyarakat sebagai pelaku konsumen,
: ': ' 
-1an pelaku usaha untuk mendapat keunfungan yang
- 
: :.:::a memperdulikan kesehatan konsumen, dan kurangnya
I - l-:r'r::fltalt dalam hal pengarvasan pereclaran produk di
., 
- t:.i'. 3irtn,]asa oleh pelaku usaha.
' 
, --' :.: madi (2004) tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan
-- 
=..:.a:, pertama, unluk memberdayakan konsumen dalam
- 
" 
.:'- i. :n L,arang dan/atau jasa kebufuhannya dan menuntut hak_
: ..: ::::iptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat
: 
-r :tr(um, keterbukaan informasi, dan- akses untuk
, 
' :: :i:,asi; dan ketiga, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
': " - - r: . a perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur
- 
*- ii-...'at.
, , r- 
-lergan hal-hal diatas maka konsumen periu dilindungi
. 
* 
-'::. :emungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik
- : -:,rr *i Salah satu lembaga yang aktif dalam menangani kasus
- 
.::- i:n konsumen adalah LPKSM di kota Malang. LpKSM ini
'": :: 
-.:.lr pembelaan dan advokasi bagi konsumen baik dalam
, ::: 
-lampingan dan kebijakan publik.
-' j::.lrla fenomena yang terladi di masyarakat mengenai
r' . ::-:erikan hadiah dari suatr_r produk/jasa pada konsumen,
i. ' :e:ltrjuan untllk mengetahr_ri bagaimana peran LpKSM
, , t',1aret 201 2 l',,,ltrtrttmrururrrrrrrrn lintlr
kota Nlalang tlalanr rnclakr.ikan lrt:rLint'lr-rrtg;trr hukultt tcrharlapr kor[ran
irerripu.rn Lrr'rhac1ralr dari suatu prodtrk
\'{ETODE I'trNILITIAN
i'r:r'relitian ini dilakr-rkan cli Lernbaga l't-rlindr-rngan Konstttnct'r
Srv.rdava Nlasyarakat (t.PKSN'1) Kota NIalang. Metode vang digr-rnakan aclalah
nretode cieskriptif kr-talitatii dcngarr prendekatarr yr-rridis sosiologi\, \'.ritti
pcnelitian lrlrktrm v;rng bertitik tolak tlari data primer vang diperoleh
lan{srirrg dari lapang:rn (\Valuvo,2002l. Sehingga rnetode inidapat rrteitiarr';rlr
pe rnra sa la h;'t n \'.r ng a cla dengarr dip.rcl trka rt dengan baharr-ba harr pr-r-staka
vang berkaitan cierrgarr pe rmasalaharr.
Perrerrtuan irrforman dal;rm penelitian irri dilakukan rr.relaiui ke1'
informan, r'aitu irrfornrasi vang berrar-benar relevan dan berkclmpeten clengan
rn.rsalah per.relitiarr vang dipilih dengan teknik purposi\ie sanrpling. -leknik
Plrrposive santpling irri berkecenclenrrrgan prada peneliti r-rrrtLrk nrcn'iilih
irr[ornrarr varrg dranqgap nrerreetahui irrforrnasi rnasalahrrva secara nrcndal;rrn
r-lan dapr;'r1di;;c16;1ro ilntuk r:rt--r.rjaclisurnber data yarrg mantap (Stttopo, 2002).
Di sinj perreliti rnerrgSnrpulkan clata ilan infc.rnrasi yang terkait c'Leligan
penlrasalahan clan clapat clikenrLrangkan dengat-r informatr Iairlrl'a .sLrbatai
ke)engkapair informasi vang diperlukarr. Dalanr penelitiirn irri varrg rrenjadi
iniornran kunci adalal-r Kep.li3 Lembaga Perlindungan Konsurnen Su'acla1';r
N{alang (LPKSiv{). Untuk analisa data, Penelitian ini menggr-rnakan arralisis
cleskriptif, 1,aitu pengolahan data varlg didasarkan pada hasil str-rdi lapangan
),ant kernudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil studi keprtrstkaan,
selrirrgga nantinya diperoleh data yang berrar (Waluyo,2007).
PEMBAIIASAN
I)eran YLKM dalam Men'rberikan I)erlindungan Hukurn terhadap
Korban Penipuarr Berhadiah
Kasus-kasus y'ang berkaitan dengan penipllan kuporr berhadiah
masih sangat marak di masyarakat. Banyak konsumen yang sudah dirLrgikan
oleh kr-rporr berhadiah te rsebut, sedangkan dari pelaku r-rsaha tidak merasa
lncnrirr-rat klrpon tersebut. Tertar-rgkapnl'a pelaku vang Inenrbttat kr-rpon daianr
suatr.r kcnrasan proclrrk sabun cuci Attack tenrvata tidak rnernbuat jcra pihak-
pihak lain vang jLrga rncngikuti tindakan terscbut. Disinilah perarr dari Yt-KN1
cla larn lnclakukan pcrlindr-rnganrrva teriraclap konsurlcn I'ang dirugikan baik
oleh p r oduser'r r1aka I maLiplin oleh pihak-pihak varrg tidak bertanggr-rngjan'ab



























ufruaurmun tidak hanya indiviclu (orang), tetapi juga suatrr
.r.:mmrrE rneniadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapr-rrr yar.rg
&trrru iltuMr-ci.rmen tidak harus terikat dalam hr,rbr-rngarr jual beli
ldknmrqan 
=endirinva konsr.rmen tidak identik dcng.tn pernbeli
ffim *arena itu YLKM melakukan upaya dengan memberikan
d,aLm p,ertrberdavaan kepada konsnmen dan juga ke pelakr-r usal'ra
,r:;rmr',rernkan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi pelaku
iilonsilrmen. terlebih pada sanksi yang diberikan bila pelaku r-rsaha
tuL"uln, Dari sinilah pelaku usaha akan berhati-hati dalam
produknva. Di samping untuk menjaga kualitas dan nama baik
relaku usaha juga hams paham akan sanksi atau jerat hukum
nrfieu]rn aturan hukum yaihr UU No. 8 Tahun 1999. Pelaku usaha juga
mau kalah dalam persaingan bisnis atau perdagangan sebab
s;dah tahu atau pandai dalam memilih barang yang layak atau
hat. :ntuk dikonsumsi, bisa juga dikatakan masyarakat semakin
6ril},m;mr:: rnemilih atau membeli barang kebuluharurya. Kalaupun ada
rnnsryrilu ;ang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan standar
pmouuk. 'I'LKM bekerja sama ciengan instansi terkait (Departemen
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Laboratorium)
t,slan keluar yang baik, sehingga produk yang dikeluarkan tidak
i,L-rnsUmen.
trllruairu usaha juga dituntut untuk mempertimbangkan kerugian yang
hrunsumen, tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang
SrtFil\ drundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha merasakan
errfimg untuk lebih mengerti dan memahami tentang undang-undang
dnra,l irrr terbukti bahwa beberapa pelaku usaha meminta YLKM sebagai
lmr untuk memberikan penjelasan tentang UU No. 8 Tahun 1999. Dari
1i-K\I akan menyadarkan dan mendidik pelaku usaha bersikap fair
mrrc',ai<ukan usahanya, sehingga tidak merugikan dalam artian
iirugikan oleh pelaku usaha, begitu juga pelaku usaha akan
dari prat hukum.
$*&engenai penerapan hukum pidana dalam upaya mewujudkan dan
hak-hak konsumen, David Tench seorang pakar perlindungan
n1envampaikan:
"'u\l'jr the great expansion in consumer law we have experience to otrr
$airusit:tion mostly in recent years we are now beginning to wonder
:re criminal law is the right way to control commercialbehavior in the
r',lace. Obviously, where questions are involved, the criminal law will














be necessary, andconsumers wilI always requiresome part of consumer law to
remain criminal (Sidabolak, 2006)."
Statement dari David'[ench diatas menr,tniukkan keampuhan hr-rkum
pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi,
khr-rsusnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. bahkan, lebih
jar-rh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam
menegakkan hak-hak konstt men.
Dalam melakukan Perannya, YLKM menempuh beberapa langkah.
Pertama, YLKM menyarankan agar setiap karyawan pada perusahaan
mempr-rnyai buku tentang undang-undang pertindungan konsumen Dalam
hal semacam ini, akan lebih baik bila perusahaan atau pelaku usaha
memberikan subsidi atau memberikan buku undang-undang perlindungan
konsumen secara cuma-cuma. Jadi, karyawan mengerti akan hak dan
kewaiiban konsumen sebagai Iandasan untuk memperjuangkan hak-haknya..
Selain lembaga konsumen, pemberdayaan dan perlindungan konsumen juga
merrjadi tanggung jawab pelaku usaha. Sekuat aPaPun yang dilakukan oleh
lernbaga konsumen tanpa ada komitmen yang memadai dari pelaku usaha
dalam pemberdayaan konsumen, maka tidak akan menghasilkan out-put
yang optimal. Bila pelaku usaha juga mengerti akan hak dan kewajibannya,
mereka juga akan lebih selektif dalam mengeluarkan barang atau jasanya.
Salah satu hal yang ditekankan dalam undang-undang perlindungan
konsumen adalah pada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, yaitu mulai
dari dua juta sampai lima ratus juta, dan tidak tertutup kemungkinan bisa
dijatuhkan hukuman pidana. IvIaka dari itu, sejak diundangkannya UU No. 8
Tahun 1999 pelaku usaha akan menialankan usahanya sesuai dengan hukum
yang sudah ada.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memahami atau tidak
mengerti hak dan kewajibannya sehingga berakibat merugikan konsumen,
YLKM mengambil langkah untuk membantu mencari jalan keluar, yaitu
dengan mempertemukan dengan pelaku usaha dan konsumen. Contoh
tindakan YLKM tersebut diatast secara kultural memang baik, akan tetapi
YLKM bisa dikatakan kurang tegas atau kurang komitmen terhadap UU No. 8
Tahun 1999. Kalaupun YLKM tidak menuntut dengan tegas secara langsung
maka yang terjadi adalah pelaku usaha akan melakukan perbuatan yang sama
yaitu tanpa memperdulikan konsumen dan tidak menjalankan kewajibannya.
Sehingga akan banyak pelaku usaha yang bermunculan tanpa
mempertimbangkan akibat dari usahanya tersebut.
Jadi kataupun langsung ditunturt dan di bawa 'ke pengadilan, maka






















.. li ,. ", - r^ norh.,li_l^ A: yr v\ r 
^ 
t: 
-:':, berhadiah di yLKM. Ada yang berasal dari produk Tango,tinr*,,,,,,, 
, r: 
---lr. Rinso. pada dasarnya.,.,j,r.i".r";;;;;;;;J^i.ir;
immrfl'rr u - :- -:::iikan hadiah berupa mobirmewah dan sejumlah uang tetapi
:-ian uang muka kepada nomor yang tertera di produk Jebagai
, :.obilatau uang akan dikirim ke pembeli.
-1 ': :renerima pengaduan dari korban tersebut baik secara
ffi# , I -'- ':;'::l I::::J-"1 'a' juga vang hanva merarui terepon
i :ri-stbut tidak. akan melaktrkan perbuatan yang ruerr-rgikarr
'r,' i, serta tidak ada lagi pelakLr r.rsaha ya.g akan memblrkJatar_r
-.s'rharrya tanpa mengerti dr-rrrr hak dan kewajibannya. sebab
' -l'ri.rm perlindr,rrrgan ko.sumen ini adalah p"rtrnaungun jilva,:::.r dan kepentingan kekeluargaan konslrmen. Keplntingun
'r " :,::raitan dengan.penggunaan bararrg dan atau jasa, adalah agar
. i i 
- rsil 
'ang mereka peroleh berma^faat bagi kesehatan tubuh,
-: -:an harta berrda, diri, keluarga, dan rumah tangganya.
' , .'- .. :ialah yLKM juga dimi^ta sebagai nu.o ,,,,*b", oteh pelaku
. :-::ll5erikan pengertian clan penjelasan terrtang UU No. g Thhun
'' i' 
' 
'r LKN{ bisa mengontror pelak' usahu yu.rgLarlr ataLr pelaku
" r : 
-. tr l: menjalankan hak dan kewajibannya.
'r L:--i r-.€rlg€nai penipuan berhadiah dari suatu produk yang sudah
:-i,1.1 sudah meliputi wilayah se_Malang Rayu, kareria satu-
' :1"1 '''ang masih aktif memberikan perrindungan hukr-rm terhadap' 
.r - .: r-:i YLKM
: - : LK\{ dengan adanya pengad,rarl tersebut maslh berupa
r '' I . -.:l:asi kepada konsumen semata, belum ada tindakan ru^p"i
,i- -:: ietigasi seperti misalnya mediasi, negosiasi, dan lainnya,
r -; :. :tJa.jalurletigasi, belumada samasekali.
" r , -r- ::i ini, YLKM masih sangat kurang sekaii melakukan
,,:'i"!:- :an pembelaan terhadap konsumen sebagai korban dari


















, i ' i . :: i cukup besar. Kasus pengaduan dijadikan buhun informasi
, ''' : f :i:fldak teliti, kritisdan menggunakan hak_haknya.
:=l-:-;., memberikan dukr-rngan yang maksimal bagi konsumen: :r.ukan pengaduan der-rgan memberikan advokasi yang
, . : pembelaan konsumen dalanr seluruh sistem atau selumh
- 1 :,::,ian. Orientasinya adalah perubahan keadaan menjadi
lilfittfllflttttmuruii]lllli , , :,- 
-: / ,/llt Maret 2012 lrt
lebih nrenglrrrtungkan darr memperkr-rat peran clan posisi konsltnlen. Secara
menclasar, r-rntuk merubah rnelah-ri advokasi dilakukarl dengan mcnl'ebarkan
inlormasi clarr ntenertibakn tulisan-ttrlisan, menggalang dr-tkr'tngan yarrg lebil'r
I lr as d a rr rlremfrell ga rlr Ii i keb ija ka n peme ri n ta h'
selain itr-r, untr"rk keberhasilan proSram aclvokasi konsr-ttnen, ada
beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yaitu [aporan dari pengamatan
kasus, penggalangan kekr-ratan, dan jaringarr keria menr-riu meja hiiau'
PadahalkalatrdililratdariperanYLKMterkaitder-rgankasr-ts
penipr-rarr kr:pon ber}racliah yang seharusnya dilakukan adalah rl1€ncln$<]l1i
p.nju.l.,u,"., cian keluha. clari ko.sumen yang dilakukan setiaP saat, sehingga
lur.i, ,u,rlg masttk ke YLKM bisa diselesaikan baik iah-rr letigasi matrpun jalur
,.,o,' t.iigori, mmrsalnya dengan menghubungi took atau Penglrsaha' pelaku
r_rsaha cLari prodr-rk tertentu, lnstansi Pemerintah, pengadu dan peradilan.
Khusus pada kasus penipuan kr-rpon berhadiah seharusnya diselesaikan
melalui ialur Pidana.
sangat per-rting peran konsumen dalam menyelesaikan kasusnya, jadi
dituntr,rt lebih rnandiri untuk mengantisipasi tidak aktifnya lernbaga
perlindungan konsurnen. Di sini mereka iuga diharapkan rnempunyai buku
ulj No 8 Tahun .1999. Selain diberi perrgertian tentarrg undang-undang
perlirrdr-rngan konsumen, mereka juga dididik untuk mernbeli atar-r memilih
turu.,g sesuai clengan kebuluhan dan la1'ak dikonsr-rmsi N'lereka jurga akan
r-rrengerti tentang hak clan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, serta
,-,pul.hukumyangharusdiiakukankalaukonsumendirugikan'Seperti
trut,ryu pada parcel, YLKM juga mengimbau pada para konsumen dan
pembuat parcel untuk menjalankan hak dan kewaiibarLnya masing-rnasing.
Konsumen disarankan untuk meneliti barang-barang yang ada di dalam
parcel, kalau ada yang tidak layak di konsumsi atau sudah kadah-rarsa, maka
ko,.,r.r-",., diharapkan mengembalikan parcel tersebut kepada pembuat
parcel itu atau mengaciu ke YLKM. Dengan begitu secara tidak langsurrg juga
melindungi banyak konsumen yang lain yang mendapatkan barang
kadaluarsa.
YLKM juga mengharapkan agar Penerapan UU No' 8 Tahun 1999
dilakukan di dalam keluarga dulu, kemudian diinformasikan dan diterapkan
di lingkungan sekitarnya. Dengan begitu UU No. B Tahun 1999 dapat cepat
dimengerti dan dipahami oleh masyarakat'
Pemberciayaan konsumen pada hakikatnya nlerupakan uPaya untuk
r.nelinclr-rngi masvarakat. Perberdayaan konsumen juga sebagai uFay'1
nrenl,adarkan konsumen agar memahami akan hak dan kewajiban serta
tanggugjavr'ab terhadap ciiri dan lingkungannya Kes;rdaran akan berbagai'
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ErsgungFwab itulah yang jadi kekr-ratan konsutnen dalam
mnL scngketa dengan proclr-rsen Upaya pernberdayaan ini penting
f ; " **la.h mengharapkan kesadaran pelakr-r r'tsaha yang pada
60 mrmern['unvai prinsip ekonomi "rnendapatkarr keuntrrngan
lmll m*,rngfin dengan modal seminimal mr'rngkin Prinsip ini sangat
mluglLn kepentingan konsumen, baik secara larrgsr-rrrg mauPLrn
Meagai kekuatan yang perlu disadari oleh konsumen antara lain
ur hc*;r,mtan dal'a beli konsumen, pengorganisasian kekuatan daya
,dan penyebaran inf ormasi Faktor utama yang menjadi
hlonsurnen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang
flLbr Penghambat dan Pendukung YLKM dalam Melakukan
Dhiarnkinerianya YLKM sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat tidak
m,ua-l aiokasi untuk menggaji tenaga kerla, sehingga sedikit orang yang
uuumrtuk bekerja di lembaga ini. Tenaga keria YLKM merupakan orang-
ulrlg Elah benar-benar teicukupi hidup secara materi. Selain itu YLKM
dibantu oleh oleh para sukarelawan yang mempunyai w'aktu luang
, il,a.f mengganru pekeriaan pokoknya Apabila kekurangan tenaga
p,uga biasa ,ilr,ggtr.tutan tenaga sukarelawan dari para mahasiswa
:rla sama dengan LSM lainnYa'
Faktor lainnya adalah sumber daya manusia yang dimiiiki YLKM
rm,snadai. Banyak orang belum menguasai dan mengerti tentang
m1:a perlindrngu.t ko.tsrmen dan tidak banyak yang tertarik ultuk
nrs perrnasalahan yang berkaitan dengan konsumen Daliam hal inl
ryrga bisa minta bantuan atau bekerja sama dengan Perguruan thggi
pJda fakultas Ilmu Hukum di suatu perBuruan tinggi ada juga mata


















Faktor yang menghambat YLKM selaniutnya adalah faktor biaya atau
fi-lrena lembaga ini adalah lembaga swadaya masyarakat' jadi tidak ada
u[.an,vang pastl dalam kas YLKM' Sumber dana yang masuk ke dalam
Jrpre.oleh filu udu pengaduan, penelitian' dan dari donator atas nama
,ang tidak disebut identitasnya' YLKM tidak menerima dana dan
atau perusahaan-perusahaan, juga tidak menerima trantuan dana bila
iJler,"rsama dengan perusahaan atar-r pelaku usaha Oleh karena itu' agar
darn,at tambahan dana, YLKM harus mendapatkan simpati yang besar dari
}LKMini.
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Iirrgkat pentlidikarr antam konsurnen clan peiakr-r rLsalra r.'ang trclak
s.-rrn;r, nrcrnlrLLai Yt-KN,I sliiit r-rntr.rk nrenginiornrasikart datr rlerrcliclik Para
k61Srrt1,,p d.r1 f.tllkrt lrSaha. Seplerti acla krlrlsr-tr1L'lr yang rllr-tdilll IIrr'lr{L'I Ii
ti.rn [ri,,rs nrcneriur.'r itaLl nrenerapkannVa, ada 1r-rga varrg sr-rlit darl ballkarr tirlak
bras rnene rap kann1';1 da Lam kehidr-rpan seha ri-ha ri [)elaktr r.tsahapttn
b.:gitr-r, arla f i,irrg saclar tentang artr pentirlgnVa nlelilrdungi konslttllcrr, acl:r
ltrga yang seng;rja mengabaikannn\r.r. J [alsemacarn inirnemLrr'tat Y[.KI\'l harus
terLlS 1rg1e1rs untuk rnembina maSyarakat lltaS cienqarr ke;rdaarr dan tlatr;l
t,ang lcrLratas.
l)alam rllenjalankan iungsinva di nlasVarakat r''LKNI barrVak
nre.dap.tt clr-rkrrng;rr bantuan dari instansi terkarit, dinrarla .barrttr.rrr ini
rlisr-raikan cleng:rn bidang masirlg-masing irrastansi. Sepertibautuan penelitiarr
oieh pergr-rrlran tirrggi, bantuan penyuluhan oleh departemen kesellatan.
bantrr;rp clata-data atau informasi oleh Departemerr Perintlttstrian clatr
I,ercl.rgang;trr. Sclain dari instansi terkait YLKNl rtrasih perllt tler:i;'crlltas
larirrqan kerja sanra scperti rl'renjalin hltbungan densan keltlrrpcrk kclompok
\.'ang ada tli rnasl'arakai.
L)Lrkungan dari nredia massa jugil diperoieh oleh YI-K\1 clala|rr
banvak program \,;rng dilakukannva. Seperti pada radio vang menrberikan
keii:1r-r.rsn.,rr.r kep16{3 YLKI\1 nntuk menviarkan betapa perrting akan hak d;rtr
kervajilran korrsutnen mauPun pelaku usaha. Ini merr-rpakau pelu;rng V;'rng
baik bagi YLKN{ clalam Penggunaan media Lrntuk menginfonnasikan tuillan
YLKI\,l ke masvarakat. Jadi Yl-KM bias lebih cePat merrSlnformasikan tentang
r-urclarrg-r-rndang perlindltngan konsumen kepada masvarakat lr-ras melalur
meclia massa dan sebagaiberrtuk jalinan komunikasi vang baik'
r\danva idealisme dan loyalitas dari PengurLls lrntuk konsisteu
nrerrjalarrkart roda orgarrisasi meruPakan kekuatan tersendiri clari Yt-KN'1'
idealisme dan Iovalitas irri perlu dipertahankan oleh YI.KM. Sebab bil:r melihat
konciisi vang ada sekarang serta langkah-langkah vang ditempul-r oleh YLKIvI
sernakin besa r tantangannYa.
FlaI.hai Vang men,adi kekuatan dan dukungan inilah yang akan
merrjadikan YI,KM tetap irrsten melakukan sosialisasi mengenai LrndanS-
undang perlinclLrngan konsllmen dalam rangka memberikan barrtuatr
pcndalnpilrg:tn hrtkuttr bagi para kotlsumen varrg dirugikan oleh produsetl.




































lffimiw :r*::,1: Lembaga Konsumen Malang (yLKM) sebagai salah
Elrxilrr(,ii' * :_i : J :jn qa n Kons u men Swadaya Ma sya ra ka t ( L I)KSM) yang
rU@lbrrr[ ;n.::n melakukan perlirrdungan hr,kum terhaclap torbun
!F.*.:1""irL[-i. dari suafu produk adalah salah satr-r berrtuk peran
ft xuErr, :.ts"1= menangani permasalahan konsumen di tingkatan
m* lu,;.r r:rer.ialankan perannya ini cli masyarakat, peran nfl,t
mm,l.r {*::ri:ekali temtama dalam melakukan pendampingan dan
:rt-i'r,3i;;: (onsumen sebagai korban dari penipr-ran kupon
fl,uuoiarn rer:aiankan perannya YLKM menghadapi beberapa faktor
rG[rlllrmir,lra,lii ritaupun yang mendukung lembaga ini. Faktor
at.i!ij- rurangnva tenaga yang ada di \rLKM, rendahnya sumber
!ct*r.:{i.r riesadaran akan hakdan kewajiban konsumen minimlilm*tu dn.:'i ;rendukung bagi peran yLKM di masvarakat adalah
'kmnr 'i:'e rarE baik dengan lembaga-lembaga terkait yang konsen_ _-o_. -.---..- *tf / ur 16 ^vr rscr II&Ir;ie$iaL"nr 
-r:,:._(umen seperti perguruan tinggi maupun insiansiHr^, ,a;,itr"r= liealism dan konsistensi para pengurus di lembagadrnm ::e.*riudkan tujuan organisasi, dan adanya dukungan dari
:"-r,a:. seriap program-program yLKM.
r,"nr i 3:: Cimiliki, terbatasnya dana yang ada karena lembaga ini
*T:-:,tr;3 :rirlaba, dan masih rendahnya tingkat pendidikan
l0lur **s*:'pulan di atas, peneriti dapat memberikan beberapa saranffieE; '!LK\{ sebagai berikut:
lt ilLI !,( :e:lu memberikan dukungan bagi konsumen yang telah
Srerrrear:u;n dengan memberikan advokasi yang merupakan upaya{.-.r-s:rrien dalam seluruh sistem atau seluruh struktur
n Fn:r'l"r ;rq"r":nsi(atan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
hu,,,,,,,,,,,,,,, ;n*rri id r kan d an peia tihan tentan g pe rl inci un ga., k o.,s.,men.S f,ilur.l ::er[::a hubungan baik YLKM clengan lembaga lain dan
rmrm6&: tne,:iu ;4ni61gkatan komunikasi yang inten agar hubungan
mt$kff:lr9Ft.ii:
l',,tlllflltliUll0 ianrun t'JrI U.:-:: 20.1 2
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